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ABSTRACT

The "Common Prosperity of Greater East Asia" as a cover for imperialist expansion and exploitation of
resources, especially oil, which were crucial for the Japanese war machine. The rapid invasion in early
1942, followed by the surrender of the Dutch in Kalijati, marked the beginning of a new chapter of
colonialism. This study aims to determine various Japanese policies during its occupation of Indonesia and
the various forms of resistance of the Indonesian people against Japan. The research method used in this
study is the historical method with the stages of heuristics, source criticism, interpretation and
historiography. Based on the results of the study, it is known that Japan implemented repressive policies in
various fields: politics (banning of Dutch/English organizations and languages), economy (autarky system
and romusha), social (people's suffering and jugun lanfu), and military (formation of Peta, Hizbullah, and
other youth organizations). Although Japan tried to recruit support through propaganda and organizations
such as the Three A Movement and PUTERA, their cruelty and oppression triggered various forms of
popular resistance, both physical (armed rebellions such as PETA in Blitar and Laskar Hizbullah) and non-
physical (sabotage and refusal to work). force).

Keywords: Japanese Occupation, World War I, Indonesia, Japanese Policy, Romusha, People's Resistance,
PETA, Indonesian History.

ABSTRAK

Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya" sebagai kedok ekspansi imperialis dan eksploitasi sumber daya,
terutama minyak bumi, yang krusial untuk mesin perang Jepang. Invasi cepat pada awal 1942, diikuti
penyerahan Belanda di Kalijati, menandai dimulainya babak baru penjajahan. Kajian ini bertujuan untuk
mengetahui berbagai kebijakan Jepang selama pendudukannya di Indonesia dan berbagai bentuk
perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah
metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Berdasarkan hasil
penelitian diketahui bahwa Jepang menerapkan kebijakan represif di berbagai bidang: politik (pelarangan
organisasi dan bahasa Belanda/Inggris), ekonomi (sistem autarki dan romusha), sosial (penderitaan rakyat
dan jugun lanfu), serta militer (pembentukan Peta, Hizbullah, dan organisasi pemuda lainnya). Meskipun
Jepang berusaha merekrut dukungan melalui propaganda dan organisasi seperti Gerakan Tiga A dan
PUTERA, kekejaman dan penindasan mereka memicu berbagai bentuk perlawanan rakyat, baik secara fisik
(pemberontakan bersenjata seperti PETA di Blitar dan Laskar Hizbullah) maupun non-fisik (sabotase dan
penolakan kerja paksa).

Kata kunci: Pendudukan Jepang, Perang Dunia II, Indonesia, Kebijakan Jepang, Romusha, Perlawanan
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Rakyat, PETA.
PENDAHULUAN

Salah satu episode paling signifikan
dalam sejarah Indonesia adalah pendudukan
Jepang dari 1942 hingga 1945. Masa ini tidak
dapat dipisahkan dari latar belakang Perang
Dunia II di Asia-Pasifik, di mana Jepang
memiliki keinginan kuat untuk menguasai
Asia Timur Raya, yang kemudian memicu
invasi militer secara cepat dan besar-
besaran.Dengan mengusung doktrin
"Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya"
dan memanfaatkan sentimen anti-Barat,
Jepang  berhasil menaklukkan Hindia
Keberadaan Belanda pada waktu itu di bawah
dominasi Belanda. Namun, di balik janji-janji
manis untuk membebaskan Asia, pendudukan
Jepang justru membawa dampak yang jauh
lebih berat bagi rakyat Indonesia, terutama
melalui eksploitasi Kekayaan sumber daya
alam, termasuk minyak bumi yang berlimpabh,
serta penerapan sistem kerja paksa (Romusha)
yang memakan banyak korban. Jepang
mengimplementasikan berbagai kebijakan
militer, ekonomi, sosial, dan pendidikan yang
bertujuan untuk mendukung mesin perang
mereka dan memobilisasi seluruh potensi
rakyat Indonesia. Meskipun demikian,
penindasan dan kekejaman yang terus-
menerus  memicu  berbagai  bentuk
perlawanan, baik fisik maupun non-fisik, dari
masyarakat Indonesia. Latar belakang ini
menjadi krusial untuk memahami dinamika
pendudukan Jepang, strategi yang digunakan,
serta bagaimana rakyat Indonesia merespons
dan pada akhirnya menemukan jalan menuju
kemerdekaan.

METODE

Studi ini menerapkan metode historis
kualitatif dengan pendekatan deskriptif-
analitis. Pendekatan 1ini  dipilith  untuk
menyajikan gambaran menyeluruh tentang
latar belakang, proses masuk, kebijakan yang
diterapkan, serta berbagai dampak dan bentuk
perlawanan selama pendudukan Jepang di
Indonesia. Data dikumpulkan secara ekstensif
melalui  kajian pustaka, memanfaatkan

beragam sumber sekunder seperti buku sejarah,
jurnal ilmiah, dan publikasi penelitian yang
relevan dengan topik ini. Informasi yang
terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif,
dimulai dengan verifikasi untuk memastikan
validitas dan relevansinya, lalu disintesis dari
berbagai sumber untuk membentuk narasi yang
utuh. Analisis juga mencakup interpretasi
historis guna memahami makna, implikasi, dan
hubungan sebab-akibat dari peristiwa serta
kebijakan pada periode tersebut. Dengan
demikian, metodologi ini bertujuan untuk
memberikan pemahaman mendalam mengenai
kompleksitas masa pendudukan Jepang di
Indonesia, berdasarkan penelusuran dan analisis
literatur historis yang telah tersedia.

PEMBAHASAN
Latar Belakang Pendudukan Jepang di
Indonesia

Dampak Perang Dunia II di Asia-Pasifik
terhadap Pendudukan Jepang di Indonesia
merupakan bagian dari dinamika besar yang
melanda dunia pada awal abad ke-20,
khususnya Perang Dunia II yang berlangsung
secara global dan intens di kawasan Asia-
Pasifik. Sejak tahun 1937, Jepang telah
melibatkan diri dalam konflik besar dengan
Tiongkok, yang kemudian menjadi bagian dari
Perang Dunia II. Jepang memiliki ambisi
untuk menguasai Asia Timur dan Tenggara
dalam rangka menciptakan hegemoni regional
dan mengusir pengaruh Barat dari Asia.
Menurut Amelia (2020, Jepang
memproyeksikan kekuasaan imperialisnya
melalui doktrin "Kemakmuran Bersama Asia
Timur Raya", sebuah konsep yang dikemas
sebagai misi pembebasan Asia dari dominasi
bangsa Barat, tetapi pada kenyataannya justru
menjadi bentuk baru dari penjajahan dan
eksploitasi terhadap bangsa-bangsa Asia,
termasuk Indonesia. Sementara itu, Ishak
(2012) menegaskan bahwa kebangkitan
Jepang sebagai kekuatan militer tidak lepas
dari modernisasi industri dan militer mereka
sejak era  Meiji. Namun, kebijakan
ekspansionis mereka memicu ketegangan
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dengan kekuatan Barat, terutama Amerika
Serikat dan Inggris. Ketegangan ini akhirnya
meledak ketika Serangan Jepang terhadap
pangkalan angkatan laut Amerika di Pearl
Harbor pada 7 Desember 1941, yang
membuat AS masuk ke dalam perang secara
langsung. Setelah itu, Jepang bergerak cepat
menaklukkan wilayah-wilayah kolonial di
Asia Tenggara, termasuk Hindia Belanda.
Lebih lanjut, Antoni et al. (2024) menjelaskan
bahwa kekalahan cepat negara-negara
kolonial Barat di Asia Tenggara disebabkan
oleh dua faktor utama: kekuatan militer
Jepang yang sudah terlatth dan minimnya
kesiapan militer negara-negara Barat di
kawasan tersebut akibat fokus mereka pada
perang di Eropa. Hal inilah yang membuka
celah bagi Jepang untuk menguasai Indonesia
dengan cepat dan hampir tanpa perlawanan
besar.

Pada awal 1942, Jepang melancarkan
invasi ke Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai
upaya strategis militer untuk mengamankan
kendali atas wilayah yang memiliki sumber
daya alam berlimpah.Jepang masuk dari
berbagai penjuru, dimulai dari Sumatra,
Kalimantan, Sulawesi, dan akhirnya ke Pulau
Jawa. Menurut Amelia (2020), pendaratan
pasukan Jepang di Pulau Jawa terjadi secara
serentak pada 1 Maret 1942, dengan tiga titik
utama: Banten di barat, Indramayu di utara,
dan Bojonegoro di timur. Serangan ini
membuat pasukan Belanda kewalahan dan
tidak mampu mengorganisir pertahanan yang
solid. Dalam waktu singkat, pasukan Jepang
berhasil menguasai daerah-daerah vital. Ishak
(2012) menekankan bahwa proses masuknya
Jepang ke Indonesia bukan sekadar operasi
militer, tetapi juga diiringi dengan taktik
propaganda yang Pemanfaatan sentimen anti-
Barat di masyarakat Indonesia: Jepang
mendeklarasikan diri sebagai "saudara tua"
dan menjanjikan kebebasan dari kekuasaan
Belanda yang telah berlangsung lebih dari
tiga abad.Namun, dalam kenyataannya,
mereka justru melakukan penindasan yang
lebih sistematis, termasuk kerja paksa dan
pelarangan organisasi politik.

Dalam catatan Antoni et al. (2024),
Pemerintah kolonial Belanda menyerah tanpa
syarat kepada Jepang pada 8 Maret 1942 di
Kalijati, Subang. Peristiwa ini mengakhiri
kekuasaan Belanda di Indonesia dan memulai
era baru penjajahan di bawah militer
Jepang,Penyerahan itu bukan hanya kekalahan
militer, tetapi juga menjadi peristiwa simbolik
dari peralihan kekuasaan imperial yang cepat
dan mengejutkan. Alasan Strategis Jepang
Menguasai Indonesia, Jepang tidak hanya
tertarik menguasai Indonesia karena ambisi
politik atau ekspansi wilayah semata. Ada
alasan strategis yang sangat penting di balik
pendudukan tersebut, yaitu kebutuhan
terhadap sumber daya alam untuk mendukung
industri dan mesin perang Jepang. Menurut
Amelia (2020), Indonesia (Hindia Belanda
saat itu) merupakan salah satu wilayah terkaya
di Asia Tenggara dalam hal sumber daya alam,
terutama minyak bumi yang sangat dibutuhkan
Jepang untuk menggerakkan armada laut dan
militernya. Sumber daya lainnya seperti karet,
batu bara, dan timah juga menjadi komoditas
utama yang menjadi incaran. Ishak (2012)
menambahkan bahwa penguasaan terhadap
Indonesia juga penting secara geopolitik
karena letaknya yang strategis sebagai jalur
pelayaran internasional. Kawasan ini dapat
menjadi penghubung antara Asia Timur dan
Australia, sekaligus menjadi  benteng
pertahanan terhadap kemungkinan serangan
balasan dari Sekutu. Oleh karena itu, Jepang
menempatkan Indonesia sebagai wilayah vital
dalam peta militernya. Dalam pandangan
Antoni et al. (2024), Jepang menganggap
Indonesia sebagai "lumbung logistik perang".
Selama pendudukan, semua potensi ekonomi
Indonesia dieksploitasi habis-habisan untuk
mendukung kepentingan militer Jepang,
termasuk pengiriman bahan pangan, logistik,
dan tenaga kerja ke wilayah perang seperti
Burma dan Thailand.

Strategi Pendudukan Jepang di Indonesia
Secara umum, strategi pemerintahan

militer Jepang terhadap masyarakat Indonesia

memiliki dua tujuan utama: mengikis dominasi
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budaya Barat dan mendorong partisipasi
rakyat dalam mendukung kepentingan perang
Jepang.  Sebagaimana  dilakukan oleh
pemerintah kolonial Belanda sebelumnya,
Jepang juga mengendalikan Indonesia untuk
memenuhi kebutuhan negaranya sendiri.
Mereka menghadapi berbagai tantangan yang
serupa dengan yang dialami Belanda, dan
dalam beberapa hal, menggunakan metode
yang sejenis untuk menyelesaikannya.
Namun, dalam situasi perang yang menuntut
pemanfaatan sumber daya secara menyeluruh,
Jepang menerapkan sistem mobilisasi,
terutama di wilayah Jawa dan Sumatera.
Seiring waktu, langkah-langkah ini diperkuat
guna meraih  dukungan rakyat dan
menggerakkan potensi lokal secara maksimal
(Ricklefs, 2008: 425-426).
Untuk menghapus pengaruh budaya Barat,
Jepang mengambil sejumlah tindakan seperti
melarang penggunaan bahasa Belanda dan
Inggris. Sebagai gantinya, mereka mendorong
pemakaian bahasa Jepang, dan memperketat
pengawasan atas bahan bacaan serta melarang
buku-buku berbahasa Barat. Penggunaan
kalender Jepang dalam administrasi resmi
juga diperkenalkan, diikuti oleh penghapusan
simbol-simbol kolonial seperti patung-patung
Belanda dan pergantian nama-nama jalan.
Selain itu, sistem pendidikan juga mengalami
perubahan sesuai arah kebijakan baru. Dalam
upaya  merancang  ulang  kebijakan
kebahasaan, Jepang mendorong penggunaan
bahasa Indonesia dan Jepang serta secara
bertahap menghapus bahasa Belanda dari
kehidupan publik, termasuk dalam penamaan
toko, surat-menyurat, dan merek dagang
(Permadi dan Purwaningsih, 2015: 593).
Kampanye propaganda masif
diluncurkan untuk menanamkan keyakinan
bahwa Jepang dan rakyat Indonesia adalah
bagian dari tatanan baru Asia yang bersatu.
Pesan-pesan tersebut disampaikan hingga ke
pelosok desa melalui pengeras suara. Namun,
kenyataan di lapangan yang dipenuhi dengan
kesulitan ekonomi, kerja paksa, pengambilan
paksa hasil pertanian, kekerasan, dan tindakan
semena-mena oleh tentara Jepang membuat

propaganda itu tidak efektif. Kekejaman,
pemaksaan penghormatan kepada bangsa
Jepang, serta pelecehan seksual turut
menciptakan kekecewaan mendalam. Harapan
masyarakat Indonesia  yang semula
menyambut Jepang sebagai pembebas dengan
cepat berubah menjadi rasa frustasi dan putus
asa (Aman, 2015: 50). Untuk memperoleh
dukungan dari rakyat, pemerintah pendudukan
Jepang mencari tokoh-tokoh baru, terutama di
Pulau Jawa. Langkah awal yang dilakukan
adalah dengan membubarkan seluruh partai
politik dan melarang aktivitas politik sejak
Maret 1942. Semua organisasi yang
sebelumnya ada dibubarkan dan digantikan
dengan kelompok baru bentukan Jepang. Salah
satu strategi utama Jepang adalah dengan
menjalin hubungan erat dengan komunitas
Islam, yang terlihat dari pendirian Kantor
Urusan Agama (Shumubu) di akhir Maret
1942 (Ricklefs, 2008: 428).

Selama masa pendudukan Jepang, yang
menggantikan pemerintahan Hindia Belanda,
terjadi perubahan besar dalam cara penguasa
memperlakukan rakyat Indonesia. Harapan
awal masyarakat Indonesia akan perbaikan
nasib karena kesamaan rasial sebagai sesama
bangsa Asia, ternyata hanya berlangsung
sesaat. Perbedaan pendekatan antara Belanda
dan Jepang cukup kentara. Pemerintah
kolonial Belanda sebelumnya mencoba
menggantikan hukum Islam dengan hukum
adat, yang menyebabkan para ulama
kehilangan pengaruh. Sementara itu, Jepang
justru berupaya untuk tidak mengganggu
posisi Islam dalam masyarakat, bahkan
menjadikannya sebagai mitra dalam meredam
potensi pemberontakan. Oleh karena itu,
hubungan antara pemerintah dan komunitas
Muslim selama masa Jepang jauh berbeda
dibanding masa Belanda. Menurut Ricklefs
(2012:  119), masa pendudukan Jepang
menunjukkan perubahan mencolok dalam hal
pendidikan politik serta peran para kiai NU.
Sebelum Jepang datang, kelompok Islam
modernis di kota-kota telah aktif secara politik,
meskipun Muhammadiyah cenderung
mengambil sikap netral terhadap kolonialisme
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dan lebih fokus pada pendidikan serta
kesejahteraan. Pendekatan Jepang terhadap
Islam terbilang lebih akomodatif
dibandingkan dengan kaum nasionalis
sekuler, karena Jepang melihat Islam sebagai
kekuatan yang bisa diajak bekerja sama demi
kelancaran tujuan perang mereka (Fadli dan
Hidayat, 2018: 35).

Selama masa pendudukannya, Jepang
menetapkan  sejumlah  kebijakan  yang
bertujuan  memperoleh  simpati  serta
dukungan dari rakyat dan tokoh-tokoh
Indonesia. Jepang memposisikan diri sebagai
“saudara tua” yang datang untuk
membebaskan Indonesia dari belenggu
kolonialisme Barat. Jepang menjanjikan
kesejahteraan bersama dalam suatu tatanan
baru yang dipimpin oleh mereka dan
mengharapkan bantuan dari rakyat Indonesia,
baik dalam bentuk tenaga kerja maupun
sumber daya alam, guna mendukung ambisi
perang mereka di Asia Timur Raya. Jepang
memperkenalkan propaganda yang dikenal
sebagai “Gerakan Tiga A” dengan slogan-
slogan: “Jepang Cahaya Asia”, “Jepang
Pelindung Asia”, dan “Jepang Pemimpin
Asia”. Gerakan ini dipimpin oleh Mr.
Syamsudin, seorang mantan  anggota
Parindra. Target utamanya adalah kaum muda
Indonesia yang dilatih dalam pendidikan dan
kemiliteran agar siap menghadapi kekuatan
asing seperti Sekutu.

Sejumlah pemimpin nasional Indonesia
yang sebelumnya ditahan oleh Belanda,
termasuk Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad
Hatta, dibebaskan oleh pemerintah Jepang.

Jepang memberi peluang bagi tokoh-
tokoh Indonesia untuk menempati jabatan
strategis yang dahulu hanya diisi oleh pejabat
Belanda (Hidayat, 2018:36). Namun, pada
tanggal 8 September 1942, Jepang
mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 yang
memberi mereka kuasa penuh atas seluruh
organisasi nasional. Akibatnya, kegiatan
politik dan aktivitas organisasi perjuangan
kemerdekaan seperti Parindra dan GAPI
dihentikan. Untuk memperkuat
cengkeramannya di Indonesia, Jepang

mendirikan Gerakan Tiga A dengan tujuan
menggerakkan rakyat demi kemenangan
dalam Perang Asia Timur Raya. Meski begitu,
tindakan militer Jepang yang keras membuat
rakyat kehilangan kepercayaan, sehingga
gerakan tersebut tidak bertahan lama. Sebagai
respons, Jepang membentuk organisasi baru
bernama PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat)
yang bertujuan menarik simpati rakyat dengan
melibatkan tokoh nasionalis. PUTERA
diharapkan bisa menjadi wadah kolaborasi
antara Jepang dan para pemimpin nasionalis
untuk menghadapi Sekutu. Walaupun tidak
memberikan hasil konkret, PUTERA berhasil
membangkitkan semangat kemerdekaan di
kalangan masyarakat. Jaringan PUTERA
menyebar  hingga  daerah-daerah, dan
memotivasi terbentuknya kelompok-
kelompok pemuda seperti Jong Java, Jong
Sumatra, dan lainnya, yang dulunya aktif di
masa penjajahan Belanda.

Pada era Jepang, muncul pula organisasi
seperti BPUPKI dan PPKI sebagai respons
terhadap janji kemerdekaan yang disampaikan
Jepang (Nugraha & Utomo, 2018:83). Namun
pada akhirnya, upaya Jepang ini tak lebih dari
janji manis. Ketika kondisi perang makin
memburuk, organisasi seperti Gerakan Tiga A
dan PUTERA mulai kehilangan pengaruh.
Sebagai gantinya, dibentuklah Jawa Hokokai
pada 29 April 1944, yang bertujuan
menghimpun semua organisasi, baik yang
berorientasi  nasionalis, Islam, maupun
kelompok etnis nonpribumi, dalam satu wadah
(Imran, 2012:52).

Peran Pemuda dan Organisasi Keagamaan

Pada Oktober 1943, Jepang membentuk
Peta (Pembela Tanah Air), satuan sukarela
bersenjata yang anggotanya mencapai puluhan
ribu. Di Jawa ada sekitar 37.000 anggota, di
Sumatra sekitar 20.000 (disebut Giyugun), dan
di Bali sekitar 1.600. Tidak seperti Heiho yang
menjadi bagian dari militer Jepang, Peta
dibentuk sebagai pasukan bantuan yang tetap
berada di bawah kepemimpinan Indonesia.
Tokoh-tokoh Peta berasal dari berbagai latar
belakang, seperti guru, ulama, pejabat, dan eks
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tentara  Belanda. Jenderal Soedirman,
misalnya, adalah seorang guru
Muhammadiyah sebelum bergabung. Jepang
juga berupaya merangkul umat Islam dengan
membentuk  Masyumi  (Majelis  Syuro
Muslimin Indonesia) pada Oktober 1943.
Organisasi ini menggantikan MIAI dan
dimanfaatkan untuk kampanye militer
Jepang.  Meskipun  ikut  mendukung

propaganda  Jepang, @ Masyumi tetap
mempertahankan jati diri sebagai organisasi
keagamaan (Suhartono, 2001:127).
Sebelumnya, Jepang telah  menggelar

kegiatan propaganda Islam yang dipimpin
oleh Kolonel Hory. Jepang juga mengadakan
pelatihan yang disebut perang suci sebanyak
17 kali antara Juli 1943 hingga Mei 1945.
Selain itu, organisasi militer berbasis Islam
bernama Hizbullah dibentuk tahun 1944.
Bersamaan dengan itu, Jepang juga
membentuk organisasi pemuda lainnya
seperti Keibodan (pemuda usia 20-35 tahun
sebagai pasukan keamanan desa) dan
Seinendan (pemuda usia 14-22 tahun untuk
pertahanan daerah), yang ditanamkan nilai-
nilai  Jepang seperti Bushido (Imran,
2012:52).

Kebijakan di Bidang Politik

Secara politik, Jepang menerapkan
sistem militer yang otoriter. Semua aktivitas
politik dihentikan, dan hanya struktur
pemerintahan Jepang yang boleh beroperasi.
Pembagian wilayah dilakukan berdasarkan
komando militer: Jawa-Madura berada di
bawah Tentara ke-16 di Jakarta, Sumatera di
bawah Tentara ke-25 di Bukittinggi, dan
Indonesia Timur dikuasai oleh Angkatan Laut
Jepang di Makassar.

Administrasi darat disebut Gunseibu,
sementara wilayah laut dikelola oleh
Minseibu. Jawa kemudian dibagi menjadi 17
karesidenan (syu), yang dikelola secara
langsung oleh Jepang.

Beberapa kebijakan utama di bidang
politik antara lain:

1. Penghapusan penggunaan bahasa Belanda
dan Inggris, digantikan oleh bahasa Jepang.

2. Pembentukan Gerakan Tiga A.

3. Pemisahan kekuatan militer berdasarkan
wilayah.

4. Penggabungan unsur pemerintahan militer
dan sipil.

5. Kerjasama dengan pemimpin nasionalis dan
tokoh Islam.

6. Pembentukan organisasi-organisasi politik
bentukan Jepang (Muttaqin dkk., 2011:83).

Kebijakan Ekonomi dan Sosial

Di bidang ekonomi, Jepang menerapkan
sistem autarki yang berorientasi pada
kemandirian dan pemenuhan kebutuhan
perang. Pada fase awal pendudukan, Jepang
mengambil alih industri penting seperti pabrik
gula yang sebelumnya dikelola Belanda.
Pabrik-pabrik ini kemudian diserahkan kepada
perusahaan-perusahaan Jepang seperti Meiji
Seilyo Kaisya. Kemudian diterapkan sistem
tonarigumi (kelompok warga 10-20 keluarga)
yang dikondisikan untuk mendukung logistik
perang. Monopoli terhadap hasil pertanian dan
tenaga kerja juga diberlakukan melalui UU
No. 22 Tahun 1942. Sebagian besar tenaga
kerja dipaksa untuk bekerja sebagai Romusha,
yang awalnya bersifat sukarela namun berubah
menjadi kerja paksa demi proyek-proyek
militer seperti pembangunan jalan, lapangan
terbang, dan bunker (Zulkarnain, 2012:87).
Banyak Romusha yang wafat akibat kerja
keras dan kekurangan gizi. Selain itu, Jepang
juga mengeksploitasi perempuan muda
Indonesia melalui praktik Jugun Ianfu (wanita
penghibur) dengan dalih pekerjaan dan
pendidikan, namun kemudian dijadikan budak
seks oleh tentara Jepang.

Di  bidang  pendidikan,  sistem
pendidikan  Jepang menekankan  pada
kesetaraan akses, berbeda dari masa Belanda
yang diskriminatif. Jepang memperkenalkan
sistem pendidikan 6 tahun untuk dasar, 3 tahun
untuk menengah pertama, dan 3 tahun untuk
menengah atas struktur ini kemudian diadopsi
oleh Indonesia pascakemerdekaan. Bahasa
pengantar diganti menjadi Jepang dan
Indonesia. Guru-guru wajib mengikuti kursus
bahasa Jepang, dan para siswa diajarkan lagu
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kebangsaan Jepang serta wajib memberi

hormat kepada Dewa Matahari (Seikerei).

Namun, tokoh Islam seperti KH. Hasyim

Asy’ari dan KH. Zainal Mustafa menolak

kebijakan ini (Isnaeni & Apid, 2008:40).
Pembentukan Organisasi Militer

Karena kebutuhan perang yang mendesak,

Jepang membentuk sejumlah organisasi

militer rakyat, antara lain:

l. Seinendan (pemuda usia 14-22),

2. Keibodan/Bogodan/Hokokudan

(pasukan bantuan polisi usia 23-35),

3. Hizbullah (pemuda Muslim),

4. Heiho (asisten tentara Jepang usia 18—
25),

5. Peta (tentara lokal Indonesia),

6. Gokutokai (korps pelajar),

7. Fujinkai (organisasi wanita), dan

lainnya seperti Bakutai, Losyi Seinendan,
Suisyintai, dan Hokokai.
Semua organisasi ini bertujuan memperkuat
pertahanan Jepang dan memobilisasi rakyat
Indonesia untuk kepentingan perang Asia-
Pasifik (Zulkarnain, 2012:87).
Bentuk Perlawanan Rakyat terhadap Jepang
Perlawanan  Fisik: Pemberontakan
Bersenjata
Perlawanan masyarakat terhadap Jepang
dalam bentuk fisik terlihat jelas melalui
berbagai pemberontakan bersenjata seperti
perjuangan PETA di Blitar tahun 1945. Di
Karesidenan Kedu, salah satu perlawanan
fistkk yang paling mencolok adalah
pembentukan Laskar Hizbullah. Dengan
dorongan dari fatwa jihad para ulama
pesantren, Laskar Hizbullah berperan sebagai
garda terdepan dalam pertempuran melawan
Jepang, terutama dalam insiden tiga hari di
Magelang dan pertempuran lima hari di
Semarang. Gerakan ini dimulai dari
pengorganisasian para ulama dan santri yang
menentang kehadiran militer Jepang dan
sekutunya yang berusaha untuk
mengembalikan kekuasaan setelah
proklamasi(Hidayat dan Saraswati, 2020:
144-149) . Perlawanan fisik ini tidak berdiri
sendiri, tetapi didukung oleh prinsip agama
dan semangat nasionalisme yang menyatu

dalam tindakan militer yang terencana.

Perlawanan Non-fisik: Saotase dan Penolakan
Kerja Paksa

Bentuk perlawanan yang tidak melibatkan
kekerasan terhadap pendudukan Jepang
nampak dalam tindakan sabotase terhadap
infrastruktur dan penolakan terhadap kerja
paksa (romusha). Masyarakat dengan diam-
diam menghancurkan alat produksi serta
sistem  distribusi  milik  Jepang dan
menyebarkan informasi palsu yang merusak
kekuatan militer Jepang. Di kawasan Kedu,
bentuk perlawanan non- fisik tersebut juga
dilakukan oleh para kiai dan santri dengan cara
memberikan dakwah dan pengajian untuk
meningkatkan kesadaran rakyat agar tidak
menyerah pada Jepang. Fatwa Jihad Kedu,
yang disebarluaskan melalui khutbah dan
pengajian di berbagai desa, berfungsi sebagai
bentuk perlawanan yang bersifat spiritual dan
psikologis yang mampu mengorganisir
masyarakat tanpa terjadi bentrokan langsung.
Upaya ini menunjukkan bahwa perlawanan
tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi
juga melalui strategi perang informasi dan
mobilisasi massa secara ideologis.

Perlawanan ~ Kultural dan  Intelektual:
Pendidikan dan Wacana Kemerdekaan

Selain perlawanan bersenjata dan tindakan
sabotase, masyarakat Indonesia, terutama
kelompok pesantren di Karesidenan Kedu,
juga melaksanakan perlawanan dalam bentuk
budaya dan pemikiran. Melalui lembaga
pesantren, para ulama dan pengajar tarekat
menyebarkan nilai-nilai anti-kolonial kepada
para santri. Fungsi pesantren berubah menjadi
tempat pelatihan militer, arena pendidikan
politik, serta pusat penyebaran gagasan
kemerdekaan. Para kiai seperti KH. Saifuddin
Zuhri, KH. Subchi Parakan, dan KH. Nawawi
Berjan memainkan peranan penting dalam
mendidik generasi muda. dengan semangat
jihad fi sabilillah yang memiliki makna tidak
hanya religius tetapi juga politis. Aktivitas
pendidikan ini menghasilkan kader-kader
militan yang siap untuk berjuang baik secara
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fisik maupun ideologis.

Peran Tokoh Nasional: Suara Terselubung
dalam Menyuarakan Kemerdekaan
Tokoh-tokoh nasional dari kalangan umat
Islam dan pesantren memiliki peranan yang
signifikan dalam mengungkapkan semangat
kemerdekaan secara halus pada era
penjajahan Jepang. KH. Saifuddin Zuhri,
yang merupakan pemimpin Laskar Hizbullah
di Kedu, tidak hanya berperan sebagai
pemimpin militer, tetapi juga sebagai
pengajar dan pemandu ideologis yang
menggabungkan semangat nasionalisme
dengan nilai-nilai Islam. Dalam setiap diskusi
bersama ulama dan masyarakat, ia selalu
menegaskan pentingnya mempertahankan
kemerdekaan = dengan = menghubungkan
perjuangan bangsa dengan jihad religius
(Zuhri, 2013 ; Setiawan, 2018 ). Selain itu,
kontribusi tokoh seperti KH. Hasyim Asy’ari
dan KH. Wahid Hasyim juga merupakan
bagian integral dari gerakan ini, terutama
dalam upaya mendukung lahirnya Resolusi
Jihad yang menjadi dasar ideologis
perlawanan di seluruh pulau Jawa. Sehingga
dapat disimpulkan, bentuk perlawanan
masyarakat  terhadap  Jepang  sangat
bervariasi, mencerminkan kerumitan strategi
yang diterapkan oleh rakyat dalam
menghadapi penjajahan. Tindakan
perlawanan  secara  langsung  melalui
organisasi seperti PETA dan Laskar
Hizbullah menjadi wujud nyata dari
perjuangan militer. Di sisi lain, perlawanan
yang bersifat non-fisik dan kultural melalui
kegiatan dakwah, pendidikan di pesantren,
serta fatwa jthad memperlihatkan langkah
cerdas  masyarakat dalam  melawan
penjajahan tanpa selalu mengedepankan
konfrontasi. Penelitian yang dilakukan oleh
Hidayat dan Saraswati (2020) menekankan
bahwa pesantren di Kedu berfungsi sebagai
pusat perlawanan budaya, intelektual, dan
militer. Hal ini didukung oleh temuan Royani
(2018) dan Saputra (2019) . yang
menunjukkan bahwa pesantren serta tokoh
agama memiliki peran signifikan dalam
menanamkan nilai-nilai nasionalisme di

kalangan masyarakat.

Dampak  Pendudukan  Jepang  Aspek
Kehidupan

Dalam ranah politik, Jepang langsung
menangguhkan semua aktivitas. Gerakan

rakyat yang berbau politik dilarang keras,
seolah-olah  pemerintah  militer Jepang
menerapkan sistem fasis dan menjadikan
arahan politik mereka sebagai satu-satunya
yang wajib diikuti. Akibatnya, rakyat tidak
punya kebebasan berpendapat Kemenangan
Jepang yang luar biasa dalam waktu singkat
begitu mengesankan. Ini membuat masyarakat
yakin akan keunggulan dan kemampuan
tentara Jepang, serta menaikkan citra Jepang
ke level yang sangat tinggi. Keunggulan inilah
yang menjadi faktor kunci dominasi Jepang di
antara bangsa-bangsa Asia. Pada intinya,
pemerintahan militer Jepang saat itu memang
sangat otoriter. Untuk mengatur keadaan,
pemerintah dibagi menjadi beberapa wilayah,
di mana Jawa dan Madura dikelola oleh tentara
ke-16 yang berpusat di Jakarta (dulu dikenal
sebagai Batavia).

Pulau Sumatra saat itu diatur oleh tentara ke-
25 dengan pusat di Bukittinggi, Sumatera
Barat. Sementara itu, Indonesia bagian Timur
berada di bawah komando angkatan laut ke-2
yang berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan.
Pemerintahan angkatan darat dikenal sebagai
Gunseibu, sedangkan angkatan laut disebut
Minseibu. Setiap wilayah dibagi lagi menjadi
unit-unit yang lebih kecil. Awalnya, Jawa
dibagi menjadi tiga provinsi (Jawa Barat,
Tengah, dan Timur) serta dua daerah istimewa,
yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Namun,
pembagian ini dianggap tidak efisien dan
kemudian dihapus. Akhirnya, Jawa dipecah
menjadi 17 Karesidenan (Syu), yang masing-
masing dipimpin oleh seorang Residen
(Syucokan). Karesidenan ini selanjutnya
terdiri dari Kotapraja (Syi), Kabupaten (Ken),
Kawedanan atau distrik (Gun), Kecamatan
(Son), dan Desa (Ku) (Muttaqin, dkk, 2011:
83). Beberapa kebijakan politik penting yang
diterapkan pada masa itu meliputi:

1. Pelarangan penggunaan bahasa Belanda
dan Inggris, diganti dengan bahasa Jepang.
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2. Pembentukan gerakan Tiga A.

3. Pembagian kekuatan militer Jepang di
Indonesia menjadi tiga bagian.

4. Perubahan sistem birokrasi menjadi
pemerintahan militer dan sipil.

5. Pendekatan terhadap umat Islam di
Indonesia.

6.  Pembentukan  organisasi  politik

bentukan Jepang yang bekerja sama dengan
tokoh-tokoh nasionalis.

Aspek Khidupan Ekonomi dan Sosial
Pendudukan Jepang atas Indonesia sebagai
negara imperialis memiliki kesamaan dengan
bentuk imperialisme lainnya. Latar belakang
kedatangan Jepang di Indonesia, terkait isu
ekonomi, Jepang membutuhkan wilayah yang
menyediakan bahan mentah dan bahan baku
untuk industri mereka, sekaligus sebagai
pasar produk. Karenanya, pemerintah
pendudukan Jepang sepenuhnya menguasai
semua aspek ekonomi Indonesia selama masa
itu. Kebijakan ekonomi Jepang berpusat pada
pengumpulan bahan mentah untuk keperluan
perang, terbagi dalam dua fase: penguasaan
dan restrukturisasi. Pada fase penguasaan,
Jepang mengambil alih pabrik gula milik
Belanda dan menyerahkannya kepada
perusahaan swasta Jepang, seperti Meiji
Seilyo Kaisya dan Okinawa Sello Kaisya.
Selanjutnya, fase restrukturisasi melibatkan
beberapa kebijakan, di antaranya:

1. Sistem autarki, yang mewajibkan
rakyat dan pemerintah memenuhi kebutuhan
sendiri demi kepentingan perang Jepang.

2. Sistem tonarigumi, yaitu organisasi
rukun tetangga berisi 10-20 keluarga yang
bertugas mengumpulkan kontribusi untuk
Jepang.

3. Monopoli hasil perkebunan yang
dikuasai Jepang, berdasarkan UU No. 22
Tahun 1942 yang ditetapkan oleh Gunseikan.
4. Pengerahan tenaga kerja untuk
kebutuhan perang.

Di sektor sosial, sistem Romusha mulai
diterapkan, ,mengingat praktik eksploitasi
ekonomi selama pendudukan Jepang telah
merusak sumber daya alam dan menyebabkan
krisis  ekonomi.  Pemerintah  Jepang

melakukan  pergerakan  sosial  melalui
Kinrohosi atau praktik kerja bakti yang
kemudian berubah menjadi kerja paksa demi
kepentingan perang Jepang semakin intensif.
Seiring meluasnya wilayah pendudukan,
kebutuhan akan tenaga kerja  untuk
membangun infrastruktur pertahanan seperti
kubu, bandara, jalan raya, dan gudang bawah
tanah meningkat tajam. Tenaga kerja untuk
proyek-proyek ini direkrut dari desa-desa
padat penduduk di Jawa, sehingga sistem yang
diterapkan adalah kerja paksa, dikenal sebagai
Romusha. Awalnya, partisipasi bersifat
sukarela, namun tekanan perang di Pasifik
membuat pengelolaan tenaga kerja diserahkan
kepada Romukyokai di setiap desa. Tragisnya,
banyak pekerja Romusha yang meninggal
dunia akibat kondisi kerja yang ekstrem, gizi
buruk, dan kurangnya perhatian kesehatan,
menyebabkan mereka tak pernah kembali ke
kampung halaman.

Pengaruh Jepang Terhadap Kemerdekaan
Indonesia

Pendudukan Jepang membawa dampak
signifikan terhadap kemerdekaan Indonesia.
Selama periode tersebut, terjadi banyak
perubahan dalam struktur sosial dan politik
masyarakat. Model pemerintahan yang
diterapkan oleh Jepang membantu menyusun
fondasi perjuangan untuk meraih kedaulatan.
Selama periode ini, rakyat Indonesia mulai
merasakan  pentingnya  persatuan  dan
kerjasama dalam menghadapi penjajahan.
Dengan berbagai pelatihan dan propaganda,
Jepang berusaha membangkitkan semangat
nasionalisme di kalangan penduduk. Namun,
tindakan- tindakan tersebut juga memicu
perlawanan terhadap kekuasaan asing.Setelah
Jepang mengalah dalam Perang Dunia II,
kesempatan untuk memperjuangkan
kemerdekaan semakin terbuka lebar. Para
pemuda dan tokoh nasional mengambil
langkah-langkah strategis untuk mengisi
kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh
Jepang. Peristiwa ini menjadi titik awal bagi
Indonesia untuk menetapkan statusnya sebagai
negara merdeka. Kesimpulannya, meskipun
Jepang datang sebagai penjajah, pengaruhnya
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turut mendorong bangsa Indonesia untuk
bangkit dan berjuang dalam mencapai
kebebasan.Pasukan angkatan laut Amerika
Serikat yang aktif di kawasan Pasifik tengah
memiliki posisi yang semakin kuat.
Pulau-pulau Gilbert, Marshal, dan Karolin
berhasil dikuasai oleh tentara Amerika
Serikat. Pulau Saipan, yang merupakan
benteng pertahanan Jepang, berhasil direbut
oleh pasukan Amerika. Penaklukan Saipan
oleh Amerika Serikat memicu pengunduran
diri Tojo dari jabatannya sebagai Perdana
Menteri Jepang, dan sembilan hari setelahnya,
tepatnya pada 18 Juli 1944, Jenderal Koiso
dilantik sebagai penggantinya (Marwati
Djoened  Poesponegoro dan  Nugroho
Notosusanto, 1993: 66). Kekalahan yang
dialami  tentara Jepang menimbulkan
kekacauan di dalam pemerintahan Jepang,
dan mereka yang sebelumnya terlihat kuat
kini mulai merasakan tekanan. Puncak dari
kekacauan ini adalah pergantian pemimpin
pemerintah Jepang. Sebagai manifestasi dari
pencapaian kemerdekaan Indonesia,
dibentuklah BPUPKI, sebagai langkah
konkret untuk memenuhi janji Perdana
Menteri Koiso mengenai kemerdekaan
Indonesia. Badan penyelidik ini diketuai oleh
Dr. Radjiman Widjodiningrat, sedangkan
wakil ketua terdiri dari dua orang, yaitu
Suroso dari Indonesia dan Khibangase Y oshio
dari Jepang. Lima puluh sembilan anggota
lainnya termasuk Ir. Soekarno, Drs. Moh.
Hatta, dan tokoh- tokoh lainnya, serta tujuh
orang dari Jepang, dengan A. G.
Pringgodigdo diangkat sebagai sekretaris
(George Mc Turnan Kahin, 1995: 153). Pada
tanggal 28 Maret 1945, upacara pembukaan
sidang pertama BPUPKI dimulai. Acara ini
dihadiri oleh Jenderal Itagaki dan Letnan
Jenderal Nagano.

Pengibaran bendera Hinomaru dilaksanakan
oleh Mr. A. G. Pringgodigdo, sementara
bendera Merah Putih dinaikkan oleh
Toyohiko Masuda. Aksi pengibaran bendera
Merah Putih ini membangkitkan semangat
nasionalisme yang kuat di kalangan anggota
BPUPKI. Mereka mulai merasakan bahwa

perjuangan menuju kemerdekaan perlahan
membuahkan hasil. Masa persidangan
BPUPKI sendiri berlangsung dari 29 Mei
hingga 1 Juni 1945. Sidang pertama berfokus
pada pembahasan dasar negara merdeka.
Dalam kesempatan itu, Mr. Muh Yamin dan Ir.
Soekarno mengusulkan lima prinsip dasar
yang kemudian dikenal sebagai Pancasila.Usul
untuk menamai lima dasar tersebut sebagai
Pancasila datang dari seorang ahli bahasa,
yaitu Mr. Supomo. Konsep dasar filosofis
negara Pancasila ini diperkenalkan pada 1
Juni 1945 (G. Moedjanto, 1988: 85). Sidang
perdana BPUPKI belum membuahkan
keputusan terkait Dasar Negara Indonesia.
Tugas tersebut kemudian diserahkan kepada
sebuah panitia kecil beranggotakan sembilan
orang yang diketuai oleh Ir. Soekarno.
Kesembilan anggota tersebut adalah:“(1) Ir.
Soekarno, (2) Drs. Moh. Hatta, (3) Mr. Muh.
Yamin, (4) Mr. Ahmad Subarjo, (5) Mr. A. A.
Maramis, (6) Abdul Kahar Muzakir, (7) H.
Agus Salim, (8) Abikusno Tjokrosuroyo, (9)
Wachid Hashim. ” Panitia sembilan ini
berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang
berisi dasar negara Indonesia pada 22 Juni
1945. Menurut Piagam Jakarta, dasar negara
dirumuskan sebagai berikut: “(1) Ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
bagi pemeluk-pemeluknya,

(2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3)
Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan, (5) Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ”
(Sekretariat Negara RI, 1995: 385-86).

Pada 7 September 1945, Jenderal Terauchi
menyetujui pembentukan Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (Dokuritzu Zunbi
Linkai). Panitia ini bertugas melanjutkan
pekerjaan BPUPKI dan menyiapkan segala
kebutuhan  untuk  proses  pemindahan
kekuasaan dari Jepang kepada bangsa
Indonesia (G. Moedjanto, 1988: 85). PPKI
sendiri beranggotakan 21 orang, dengan Ir.
Soekarno sebagai ketua dan Moh. Hatta
sebagai wakil.Tanpa sepengetahuan Jepang,
jumlah anggota PPKI ditambah enam orang
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(Marwati  Djoened Poesponegoro dan
Nugroho Notosusanto, 1977: 79). Pada 9
Agustus 1945, Jenderal Terauchi memanggil
Ir. Soekarno dan Moh. Hatta ke markas besar
Jepang yang berlokasi di Dalat,Vietham
Selatan, untuk dilantik secara simbolis.
Mereka  didampingi  oleh  Radjiman
Widyodiningrat, mantan ketua BPUPKI (G.
Moedjanto, 1988: 85). Pada waktu yang sama,
bom atom kedua dijatuhkan di Hiroshima,
setelah bom pertama dijatuhkan di Nagasaki.
Peristiwa ini menyebabkan Jepang menyerah
kepada Sekutu. Pada 24 Agustus 1945,
langkah pertama yang diambil adalah
memanggil anggota Majelis Konstitusi untuk
mengadakan sidang pada 19 Agustus guna
membahas dan mengesahkan Undang-
Undang Dasar yang akan disusun oleh panitia
untuk mempersiapkan kemerdekaan (M.
Ridwan Indra, 1987: 29). Situasi perang
semakin cepat berubah, dan posisi Jepang
semakin tertekan dengan berjalannya waktu.
Namun, dalam perjalanan kembali ke tanah
air, ketiga tokoh nasionalis ini singgah di
Singapura dan bertemu tiga anggota PPKI
dari Sumatera.

Mereka adalah Teuku Hassan, Dr. Amir, dan
Mr. Abbas yang juga dalam perjalanan
menuju Jakarta. Rombongan Soekarno tiba di
Jakarta pada 14 Agustus 1945 pukul 17:00.
Sebelum kedatangan rombongan itu, sudah
terdengar berita tak resmi mengenai
penyerahan Jepang, tetapi tidak ada yang bisa
memastikannya. Keesokan harinya, radio
Jepang dari Tokyo menyiarkan amanat
Maharaja Jepang (Tenno Heiko) yang
memerintahkan penghentian permusuhan
terhadap Sekutu. Siaran ini disiarkan dalam
bahasa Jepang dan bisa diterima di Indonesia.
Karena jumlah orang yang mengerti bahasa
Jepang di Indonesia sangat sedikit dan radio
masih jarang, berita tersebut pada awalnya
bisa ditutupi oleh pihak Jepang. Para
pemimpin Indonesia, baik dari kalangan
muda maupun tua, terus berusaha
mendapatkan berita terkini. Saat tiba di
Indonesia, Soekarno dan Hatta masih
meragukan berita tentang kekalahan Jepang

ini. Oleh karena itu, mereka menemui
Laksamana Maeda pada 15 Agustus 1945
sekitar pukul 15. 00 untuk menanyakan
kebenaran informasi tersebut. Laksamana
Maeda tidak dapat memberikan jawaban pasti
sampai malam hari. Setelah mendengar berita
tentang kekalahan Jepang, para pemuda ini
mendesak Soekarno untuk segera
mengumumkan kemerdekaan Indonesia.
Namun, Soekarno tetap berpegang pada
janji dan kesepakatannya dengan Jepang yang
berjanji untuk membebaskan Indonesia dalam
waktu dekat. Sikap Soekarno ini menimbulkan
ketidakpuasan dari golongan muda, yang
kemudian mengamankan dua sosok penting,
Soekarno dan Hatta, yang dikenang dalam
peristiwa Rengasdengklok. Pada pukul 18. 00,
tanggal 16 Agustus 1945, Ahmad Subardjo
tiba di Rengasdengklok. la disambut oleh
Sukarni dan diteruskan kepada Mayor Subeno,
dan setelah melalui perundingan, pada pukul
21. 00, Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke
Jakarta menggunakan tiga mobil, salah
satunya diperuntukkan bagi anggota PETA
yang khawatir jika terjadi serangan oleh
Angkatan Darat Jepang yang tidak mendukung
kemerdekaan Indonesia. Situasi menjelang
kemerdekaan dipenuhi ketegangan antara para
pejuang, yaitu antara golongan tua dan muda,
tetapi akhirnya mereka sepakat mengenai
kemerdekaan. Perdebatan antara kedua
golongan terus meningkat hingga terjadi
penculikan terhadap Soekarno dan Hatta ke
Rengasdengklok.  Rengasdengklok
merupakan asrama tentara PETA yang terletak
75 km di timur Jakarta. Merasa bahwa
situasinya tidak kondusif, Subardjo segera
menghubungi tokoh pemuda dan menjemput
kedua pemimpin PPKI untuk segera kembali
ke Jakarta dan mengadakan rapat bersama
anggota PPKI lainnya. Keadaan ini dianggap
mendesak  untuk  segera  merumuskan
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setelah
berhasil kembali ke Jakarta, Muhammad Hatta
dan Soekarno segera melangsungkan rapat.
Rapat PPKI tersebut dilangsungkan di
kediaman Laksamana Maeda. Dalam rapat ini,
akan dibahas mengenai naskah proklamasi,
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tanggal proklamasi, siapa yang akan
membacakan naskah proklamasi, serta lokasi
proklamasi tersebut. Rapat itu dihadiri oleh
Muhammad Hatta, Soekarno, anggota PPKI,
dan juga beberapa tokoh pemuda. Dalam
menyusun teks proklamasi, Muhammad Hatta
memberikan arahan kepada Soekarno. Hal ini
juga didengar oleh orang lain seperti
Subardjo, Sukarni, dan Sayuti Melik. Setelah
proses penandatanganan dilakukan dalam
rapat dan disetujui oleh semua peserta, waktu
dan tempat pun segera ditentukan.
Penandatanganan teks proklamasi, menurut
misi Muhammad Hatta, harus dilakukan oleh
semua anggota yang hadir. Ini diadopsi dari
proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat
yang juga ditandatangani oleh semua anggota
yang hadir. Tetapi, pandangan ini ditolak oleh
golongan pemuda seperti Subardjo dan
Sukarni. Mereka merasa ada anggota yang
hadir tetapi tidak terlibat dalam penyusunan
kemerdekaan itu.

Oleh karena itu, setelah lobi yang
dilakukan oleh Sayuti Melik,
penandatanganan hanya dilakukan oleh dua
orang: Soekarno dan Muhammad Hatta.
Mengenai tempat pembacaan proklamasi,
ditetapkan oleh Soekarno di kediamannya
sendiri di Jalan Pegangsaan Timur untuk
membacakan naskah proklamasi. Setelah
sampai di kediaman Soekarno, upacara
pembacaan teks proklamasi segera dimulai.

Bendera Merah Putih, yang dijahit oleh
Fatmawati Soekarno, segera dikibarkan. Tak
lama setelahnya, lagu Indonesia Raya pun
berkumandang Lalu, teks proklamasi
dibacakan.  Setelah  pembacaan, para
pemimpin Indonesia saling berjabat tangan
untuk mengucapkan selamat. Setelah ia
mengumumkan  kemerdekaan, Soekarno
menjadi sosok sentral Republik. Ia dikenal
sebagai Proklamator bersama Moh. Hatta.
Dengan  demikian, Indonesia  berhasil
mencapai puncaknya sebagai bangsa yang
bebas, merdeka, dan berdaulat tanpa campur
tangan dari bangsa lain dalam hukum di

PENUTUP

Pendudukan Jepang di Indonesia dari
tahun 1942 hingga 1945 merupakan dampak
langsung dari ambisi ekspansionis Jepang
dalam konteks Perang Dunia II di Asia-
Pasifik.Dengan dalih membebaskan bangsa
Asia dari cengkeraman Barat melalui konsep
"Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya,"
Jepang dengan sigap merebut kendali dari
tangan Belanda pasca-serangan Pearl Harbor
dan penguasaan wilayah-wilayah kunci.
Motivasi utama di balik penguasaan Indonesia
adalah untuk memanfaatkan kekayaan sumber
daya alamnya, terutama minyak bumi, demi
menunjang industri dan kekuatan militer
mereka. Sepanjang periode tersebut, Jepang
menerapkan beragam kebijakan yang sangat
menekan. Di ranah politik, mereka melarang
kegiatan partai dan mengambil alih kendali
birokrasi. Pada sektor ekonomi, diterapkan
sistem swasembada (autarki), monopoli hasil
pertanian, serta yang paling menyengsarakan,
praktik Romusha (kerja paksa) yang
menimbulkan  penderitaan  luar  biasa.
Meskipun Jepang berusaha keras menggalang
dukungan rakyat melalui propaganda seperti
Gerakan Tiga A dan PUTERA, serta
melibatkan para pemuka agama dan nasionalis
dalam organisasi seperti Masyumi dan Peta,
tujuan utamanya tetaplah memobilisasi
sumber daya dan tenaga demi kepentingan
perang mereka.

Aksi kekejaman dan eksploitasi yang
dilakukan Jepang memicu berbagai bentuk
perlawanan dari masyarakat Indonesia.
Respons perlawanan ini bervariasi, mulai dari
perjuangan fisik seperti pemberontakan
bersenjata Peta di Blitar dan Laskar Hizbullah,
hingga strategi non- fisik berupa sabotase dan
penolakan kerja paksa. Walaupun periode
pendudukan Jepang sarat dengan penderitaan,
pengalaman pahit ini justru secara tak
langsung membangkitkan semangat
nasionalisme dan kesadaran akan urgensi
kemerdekaan, yang kemudian menjadi fondasi
bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Indonesia. SARAN

Meninjau secara mendalam latar belakang,
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implementasi kebijakan, serta berbagai dampak
dan bentuk perlawanan selama pendudukan
Jepang di Indonesia, sangatlah krusial bagi
generasi penerus untuk terus mendalami dan
menginternalisasi periode bersejarah ini. Edukasi
sejarah hendaknya tidak hanya terpaku pada
urutan  peristiwa, namun juga mencakup
pemahaman komprehensif mengenai motivasi
Jepang, taktik penjajahan, serta pengaruh
fundamentalnya terhadap kehidupan masyarakat
Indonesia, termasuk segala penderitaan yang
dialami, sekaligus semangat perlawanan dan
bangkitnya nasionalisme yang menjadi tonggak
kemerdekaan bangsa. Dengan demikian, pelajaran
dari masa lampau dapat menjadi fondasi berharga
dalam menghadapi beragam tantangan di masa
kini dan mendatang. Selain itu, kajian tentang
pendudukan Jepang memperlihatkan betapa besar
dinamika geopolitik global dalam menentukan
nasib suatu bangsa; oleh karena itu, sangatlah

esensial bagi Indonesia untuk senantiasa
memantau dan menganalisis perkembangan
geopolitik kontemporer, sambil terus

memperkokoh ketahanan nasional di segala sektor
agar tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan
pihak asing yang berpotensi merugikan.

Lebih lanjut, pengalaman pahit seperti
praktik Romusha dan berbagai eksploitasi lainnya
harus menjadi pengingat kolektif akan urgensi
solidaritas, persatuan, dan kemandirian bangsa.
Nilai-nilai ini harus terus ditanamkan agar
masyarakat selalu siap menghadapi berbagai
ancaman, baik internal maupun eksternal, serta
tidak mudah terbujuk oleh janji-janji palsu yang
mengklaim persahabatan namun sejatinya dapat
mencelakakan. Terakhir, masih banyak aspek dari
era pendudukan Jepang yang patut dieksplorasi
lebih lanjut melalui riset-riset lanjutan, misalnya
melalui kajian dampak regional kebijakan Jepang
di berbagai daerah di Indonesia atau analisis
komparatif dengan pengalaman bangsa lain yang
juga dijajah Jepang, guna memperkaya khazanah
historiografi dan menawarkan perspektif baru
tentang era krusial ini.
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